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Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Pelaku Tindak Pidana, Pengedaran
Persediaan Farmasi

Pada dasarnya pertanggungjawaban pidana pelaku pengedaran persediaan farmasi
yang tidak memiliki izin edar berawal dari adanya pengedaran atas penjualan obat
yang berupa obat merek tramadol dan obat kapsul berwarna merah putih yang
dijual oleh pelaku dengan tidak memiliki izin edar, tidak pada tempat yang
seharusnya, serta pelaku bukan tenaga kefarmasian yang mempunyai keahlian
dalam bidang tersebut. Adapun masalah yang akan diangkat adalah bagaimana
pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pengedaran persediaan farmasi
yang tidak memiliki izin edar ditinjau dari Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2009 tentang Kesehatan dan bagaimana pertanggungjawaban pidana
pelaku tindak pidana pengedaran persediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar
ditinjau dari teori kesalahan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian
yuridis normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus.
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku
dilihat dari perundang-undangan dan pertanggungjawaban pidana pelaku dilihat
dari hakikat teori kesalahan, serta manfaatnya agar semua pihak mendapatkan
pengetahuan tambahan mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku
tindak pidana pengedaran persediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar.
Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pelaku yang mengakibatkan
dipidananya terdakwa haruslah adanya perbuatan pidana, mampu
bertanggungjawab, dengan sengaja, dan tidak ada alasan pemaaf. Dari hasil
penelitian, disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa ditinjau dari Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan merupakan suatu kesalahan yang telah
terbukti setelah dibuktikan dalam persidangan bahwa pelaku melanggar beberapa
ketentuan pidana yang melanggar tiga pasal sekaligus yang merupakan
perbarengan suatu tindak pidana, sedangkan ditinjau dari teori kesalahan
perbuatan pelaku dapat dikatakan bersalah yang berupa kesengajaan. Hal ini dapat
dibuktikan dengan adanya kehendak dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku,
maka dalam kasus ini pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya
karena tidak ditemukannya alasan pemaaf terhadap pelaku tersebut.
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RESPONSIBILITY OF ACTORS OF CRIMINAL ACTIVITIES
CIRCULATION OF PHARMACEUTICAL SUPPLIES
WHICH DOES NOT HAVE LICENSED FROM
ARTICLE 197 LAW NUMBER 36 YEAR 2009
ON INDONESIAN’S HEALTH
REGULATION
(A Case Study of Verdict Number 294/Pid.Sus/2016/PN.Pgp)

Thesis, Faculty of Law, 2018

Keywords: Responsibility, Criminal Actors, Pharmaceutical Supply Distribution
Basically, criminal responsibility for distributors of pharmaceutical stocks that do
not have distribution of tramadol drug sales and red white capsule drugs sold by
the perpetrator with no authorization for distribution, not where it should be, and
non-pharmaceutical have expertise. Tehe problem to be raised in this research is
how the criminal responsibility of the perpetrator of the crime of circulation of the
inventory of pharmachy which does not have a marketing authorization in terms
of Article number 197 of Law Number 3 of 2009 on health and from the sight of
error theory. This research uses normative juridical research method an using the
approachment of legislation and case. The purpose of this research is to know the
criminal responsibility of perpetrators seen from the law and criminal
responsbility of perpetrators seen the nature of the error, and the benefit so that
all parties get additional knowledge about how criminal responsibility of
perpetrator in criminal circulation of distribution of pharmachy which do not
have distribution license. To decided to be the perpetrators actions must be a
criminal act act, capable of being responsible and deliberat, and there is no
excuse for forgiveness. From the result of the research, it is concluded that the act
of defendant is reviewed and the Act Number 36 of 2009 About Health it’s proven
as a mistake after proven in the trial that the offender violate some criminal
provisions that violate the three chapters at the same time which is the
coincidence of a criminal offense while in view of the theory mistakes can be said
to be guilty of intent. This can be proved by the will and actions perpetrated by
the perpetrator for his act of crime, in this case the perpetrator can be punished,
because there is no reason for forgiving the perpetrator.
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